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ABSTRAK 

 

 Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan 

kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan 

manfaat maka diperbolehkan. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini 

adalah fokus pada bagaimana Penentuan upah dan tanggung jawab 

dalam jual beli duku dengan sistem borongan yang ada di Desa 

Karang dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi rawas utara. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat di rumus kan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik penentuan 

upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem 

borongan (di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten 

Musi Rawas Utara) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap 

penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan 

sistem borongan (di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara). 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 

atau lapangan.Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Karang Dapo 

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.Penelitian ini 

bersifat deskriftif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau 

kelompok tertentu secara sistematis dan akurat. 

 Dalam sistem jual beli borongan di Desa Karang Dapo 

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 

terdapat unsur garar terkait dengan kualitas serta kuantitas barang, hal 

ini dikarenakan pemborong membeli buah duku ketika masih di pohon 

dengan kondisi yang belum masak secara sempurna, dan memiliki 

waktu tunggu sekitar satu bulan sampai dua minggu untuk matang 

secara sempurna, hal ini tentu mengandung unsur ketidak pastian 

dikarenakan bisa saja suatu saat buah duku tersebut gugur dikarenakan 

hujan deras ataupun angin, dan gugur akibat serangan hama ataupun 

binatang buas seperti kera.Secara harfiah dalam suatu akad jual beli 

jasa, pemberi jasa dan penerima jasa haruslah sama-sama mengetahui 

bagaimana besaran nilai upah yang telah disepakati, seperti halnya 

suatu kaidah fikih yang menyatakan hukum asal dari muamalat, yakni 
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boleh melakukan transaki muamalat kecuali terdapat dalil yang 

mengaharamkanya, sehingga dalam praktek pengupahan yang terjadi 

di desa Karang Dapo dalam pembayaran upahnya tidak memenuhi 

salah satu syarat yakni adalah tidak terjadi suatu pemberian upah yang 

jelas serta adat kebiasaan yang digunakan dalam transaksi tersebut 

yang tidak dijelaskan besaran upahnya di awal perjanjian ialah 

mengandung unsur ketidak pastian atau gharar. 

    

Kata Kunci: Perjanjian, Upah, Gharar.  
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MOTTO 

 

                           

                                   

                                     

               

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya. 

(Q.S Al-Baqarah (2) :275 
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raden intan lampung mengacu pada surat keputusan 
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0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin. 

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti 

pedoman sebagai berikut : 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es (Dengan titikdi ث

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ
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 Dal D De د

 Żal Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik ض

di bawah) 

 Ṭa’ Ṭ Te (dengan titik ط

di bawah) 

 Ẓa’ Ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha’ H Ha ه

Hamzah ՚ ء  Apostrof 

 Ya’ Y Ye ي

 

 

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta’aqqidīn متعقدين

 Ditulis ‘iddah عدة
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3. Ta’ Marbutah 

a. Bila dimatikan tulis h 

Dituli هبة

s 

Hibba

h 

جزي

 ة

Dituli

s 

Jizyah 

 

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, 

fathah, kasrah, dan dammah ditulis t 

 Ditulis Zakātul fiṭri الفطر زكاة

 

4. Vokal Pendek 

   Kasrah Ditulis I 

   Fathah Ditulis A 

   Dammah Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

Fathah + alif 

 

 هلية جا

Ditulis Ā 

 

Jāhiliyyah 

Fathah + ya’ 

mati 

 

 يسعى

Ditulis Ā 

 

Yas‘ā 
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Kasrah + 

ya’mati 

 

 كريم

Ditulis Ī 

 

Karīm 

Dammah + 

wawu mati 

 فرود

Ditulis Ū 

 

Furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

Fathah + 

ya’ mati 

 

 بينكم

Ditulis Ai 

Bainakum 

Fathah + 

wawu mati 

 

 قول

Ditulis Au 

Qaulu

n 

 

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis u‘iddat أعدت

 لئن

 شكرتم

Ditulis la՚ in 

syakartum 
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8. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyyah 

Dituli القرآن

s 

al-

Qur’ā

n 

القيا

 س

Dituli

s 

al-

Qiyas 

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan 

huruf l (el) nya 

-Ditulis as السماء

Samā ՚  

 

 

-Ditulis asy الشمس

Syams 

 

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوى

 الفروض

Ditulis Żawī al-

furūd 

-Ditulis Ahl as السنة أهل

Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara 

jelas dan  untuk memudahkan dalam memahami propossal  ini,  

diperlukan  adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dalam judul Skripsi ini yang berjudul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN 

UPAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JUAL BELI 

DUKU DENGAN SISTEM BORONGAN”(Studi di Desa 

Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas 

Utara)”. 

Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu tinjuan 

adalah Pemeriksaan yang teliti, menyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengelolahan, analisa dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan.
1
 

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT  yang 

kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-

qur’an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh 

wahyu dan untuk persoalan-persoalan yang baru muncul secara 

terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad 

berdasarkan syariah yang disebut dengan istilah fiqh. 

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang 

yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual 

barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan 

kesepakatan. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual 

beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Apabila 

salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli 

itu bisa dikatakan jual beli yang tidak sah.  

  

                                                           
1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008),  198. 



2 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara 

umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat 

yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa 

dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka 

diperbolehkan. Selain daripada dalil al-Qur’an di atas dasar hukum 

jual beli adalah hadits dan ijma’.Ijma’ para ulama sepakat tentang 

diperbolehkannya jual beli dalam masyarakat. 

Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang bersifat 

horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Di samping 

itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam lebih menekankan 

sektor riil. Ekonomi Islam memang lebih menekankan sektor riil 

ini dibandingkan dengan sektor moneter .penekanan khusus 

kepada sektor perdagangan tersebut tercermin misalnya pada 

sebuah hadits Nabi yang menegaskan 3 bahwa dari sepuluh pintu 

rezeki, sembilan di antaranya adalah perdagangan.
 
 Dengan cara 

demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian 

yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi sifat loba 

dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka 

mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan 

sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar 

pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab 

itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena 

dengan teraturnya muamalah maka penghidupan manusia jadi 

terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan 

dendam-dendam tidak akan terjadi. 

Sementara itu untuk menentukan upah, maka syariat 

menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan 

kesepakatan akad isti’jaar (kontrak kerja). Di antara syarat-syarat 

tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai 

(mutaqawwam)  boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut 

agama), jelas dan diketahui spesifikasikasinya oleh pihak pekerja 

baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam 

akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi 

kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.
 
 

Namun daripada itu dalam pandangan hukum Islam upah (ujrah) 

sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah 
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dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau 

keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi 

akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal 

yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi 

akhirat dari upah tersebut. Jika moral di abaikan, maka dimensi 

akhirat tidak akan tercapai. 

        Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua 

faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan 

melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja.Secara 

objek, di Indonesia upah ditentukan menurut peraturan Undang 

Undang yang dikeluarkan pemerintah.Sedangkan subjektif, upah 

ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial.Maksud 

dari pertimbangan pertimbangan sosial adalah nilai-nilai 

kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional 

berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah 

di pasar tenaga kerja, namun ada sisi kemanusiaan yang harus 

diperhatikan pula, Misalnya tata cara pembayaran upah. 

Terdapat sebuah pristiwa yang menarik di Desa Karang Dapo, 

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana 

dalam sistem jual beli buah duku dilakukan dengan cara 

borongan, seorang pemborong membeli buah duku dalam 

keadaan yang sangat beragam yakni mulai dari waktu 2 bulan 

sebelum siap panen atau bahkan 2 minggu sebelum panen tiba, 

dengan keadaan yang demikian maka dibutuhkan seorang yang 

bertugas menjaga pohon duku tersebut hingga waktu panen tiba. 

Pada Desa Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara penjaga duku memiliki kewajiban 

menjaga pohon duku yang belum siap panen hingga masa 

panenya tiba dengan waktu jaga pukul 06.00 sampai dengan 

pukul 18.00 WIB, sementara upah akan dibayarkan ketika buah 

duku tersebut telah dipanen dalam bentuk uang ataupun dalam 

bentuk buah duku yang masak, hal menarik yang menjadi 

perhatian khusus peneliti yakni terkait dengan akad perjanjian 

yang dilaksanakan, perjanjian yang dilaksanakan antara penjaga 

dan pemborong ialah perjanjian berdasarkan adat kebiasaan yang 

ada di tempat tersebut, tidak terperinci dan dijelaskan secara 
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detail bagaimana upah dan konsekuensi jika terjadi kehilangan 

atau pencurian di kebun duku tersebut, hal lain yang menjadi 

perhatian peneliti adalah terkait pencurian buah duku jika di luar 

dari jam jaga petugas dikarenakan akad perjanjian yang tidak 

jelas sebelumnya, maka jika terjadi pencurian atau hal-hal yang 

tidak diinginkan terjadi diluar jam jaga maka tanggung jawab 

kerugian apakah akan diberikan penjaga atau konsekuensi dari 

pemborong tersebut.   

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut peneliti 

masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut dengan pembahasan 

yang lebih jelas mengenai praktik jual beli Buah Duku yang 

dilakukan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

KabupatenMusi Rawas Utara .Penelitian ini berjudul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  PENENTUAN 

UPAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JUAL BELI 

DUKU  SECARA BORONGAN” (Studi di Desa Karang Dapo, 

Kecamatan, Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”. 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah  bagaimana penentuan upah dan 

tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan yang 

ada di Desa Karang dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten 

Musi Rawas Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana praktik penentuan upah dan tanggung jawab 

dalam jual beli duku dengan sistem borongan di Desa Karang 

Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas 

Utara? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah 

dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem 

borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, terdapat 

beberapa tujuandalam skripsi ini diantaranya: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktik penentuan upah dan 

tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan 

di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten 

Musi Rawas Utara ? 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual 

beli duku dengan sistem borongan di Desa Karang Dapo 

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara? 

 

F. Signifikansi Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Bahan informasi Ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya 

pada bidang study muamalah. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi 

pembaca terutama mahasiswa di luar sana yang sama seperti 

peneliti  jurusan  study muamalah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah 

Bagi Penyadap Karet Borongan (Studi Kasus Pada Pabrik 

Karet Ptpn Vii Unit Kedaton  di Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan) oleh Sonny Oktavian 

(2019) Penyadap karet pada perusahaan perkebunan karet 

PTPN VII Unit Kedaton terdapat beberapa jenis status 

kedudukannya, diantaranya ada penyadap karet yang berstatus 

pegawai tetap, kontrak dan borongan harian lepas.  

Berbeda jenis statusnya berbeda juga jenis penetapan 

standar pengupahannya, walaupun secara umum sistem dan 

cara kerjanya dan pembagian jumlah wilayah sadapan setiap 

harinya serta waktu kerjanya tidak terlalu berbeda antara 

masing-masing penyadap karet ini. Mekanisme penetapan 

upah yang dibuat oleh perusahaan bagi penyadap karet 

borongan adalah dengan cara lateks cair hasil sadapan 
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penyadap karet borongan di olah sedemikian rupa hingga 

menjadi karet kering bermutu High Grade  yang  

perkilogramnya dihargai sebesar Rp. 5.000,- kemudian 

dikalikan dengan pendapatan lateks yang sudah dikonversikan 

kedalam bentuk karet kering bermutu High Grade yang di 

dapat penyadap borongan perharinya.
2
 

Kesimpulan penelitian ini menurut peneliti ialah 

besaran harga yang ditetapkan ini berbeda dengan bonus yang 

diberikan kepada penyadap yang pegawai tetap maupun yang 

kontrak yaitu sebesar Rp. 5.900,- diluar gaji pokoknya dengan 

alasan agar penyadap karet baik pegawai tetap maupun 

kontrak ini agar dapat lebih  memaksimalkan pendapatan 

lateks pada area pohon sadapan yang usianya memasuki usia 

produktif yang hanya diperuntukan bagi para penyadap ini. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 

penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penetapan 

standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan 

tersebut.  

2.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem 

Borongan( Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah 

Kecamatan Subah Kabupaten Batang) oleh Anisatul 

Maghfiroh tahun 2017 penelitian ini dilatar belakangi oleh 

adanya praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah 

menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan 

pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang 

dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang 

diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli 

bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai 

jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak 

pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul pokok 

permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam 

                                                           
2 Sonny Oktavian,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah 

Bagi Penyadap Karet ng Bintang Lampung Selatan.Skripsi.UIN Raden Intan 

Lampung.2019, 98. 
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terhadap praktik jual beli kalapa dengan sistem borongan di 

Pasar Subah Keamatan Subah Kabupaten Batang.
3
 

Kesimpulan peneliti ialah kelapa yang dibeli bersifat 

borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa 

yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada 

pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul pokok 

permasalahan antara kedua belah pihak yakni pembeli dan 

penjual 

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan 

Barang Tambang Batu Belah (Studi Kasus di Desa Sukadana 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) Oleh  

Nurul Hasanah (2021)   Desa Sukadana kecamatan Sukadana 

Kabupaten Lampung Timur merupakan penghasil batu belah, 

potensi ekonomi batu belah yang terdapat di desa ini sangatlah 

tinggi, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada 

akad perekonomian dalam bidang tersebut, dalam hal ini 

banyak warga yang menggunakan akad jual beli borongan. 

 Transaksi jual beli borongan bisa disebut dengan jual 

beli jizaf, merupakan transaksi yang dilakukan tanpa 

ditimbang, ditakar, dan dihitung, melainkan hanya mentaksir 

jumlah objek transaksi sesudah melihat dan menyaksikan 

objek jual beli secara teliti. Sedangkan mekanisme yang 

digunakan, kedua belah pihak melakukan akad perjanjian 

penukaran barang, dan objek akadnya berupa batu yang masih 

berada di dalam tanah, dengan nilai tukar barang berupa uang 

yang telah ditentukan di awal akad. Banyak masyarakat yang 

menggunakan akad jual beli borongan ini karena lebih 

menguntungkan bagi kedua belah pihak, walau terdapat 

banyak resiko di dalamnya. Sehingga peneliti bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana hukum Islam memandang akad jual 

                                                           
3 Anisatul Maghfiroh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Sistem Borongan ( Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang).Skripsi.UIN Walisongo Semarang, 2017, 90. 
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beli borongan barang tambang di Desa Sukadana Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
4 

 Kesimpulan dari penelitian ini ialah jual beli barang 

tambang dengan sistem borongan dimana barang tambang 

tersebut masih berada dalam tanah, tentu dari hal tersebut 

terdapat ketidak jelasan objek akad yang 

kemudianmenjadikan urgensi penelitian dilakukan terkait 

bagaimana pandangan Hukum Islam melihat kad perjanjian 

tersebut. 

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

skripsi yang penulis teliti yakni : pada objek penelitian yang 

ingin diteliti, pada fokus penelitian, tahun pelaksanaan 

penelitian dan metodologi penelitian serta analisis data yang 

digunakan.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.Adapun 

lokasi penelitian ini adalah Desa Karang Dapo Kecamatan 

Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif analitis, yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok 

tertentu secara sistematis dan akurat. 

 

 

 

 

                                                           
4 Nurul Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Borongan Barang Tambang Batu Belah (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan 

Sukadana).Skripsi.IAIN Metro, 2021, 79.  
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2. Jenis dan Sumber data 

a. Data Primer    

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara 

secara langsung dengan pemilik kebun duku, wawancara 

pula dilakukan terhadap pembeli yang membeli secara 

borongan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari 

sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan 

dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala 

sesuatu yang terkait dengan  pembahasan ini.Data sekunder 

merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti 

sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya. 

 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
5
 Poplasi dari 

penelitian ini adalah semua hal yang berkaitan dengan  

Penentuan Upah Dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli 

Duku  Secara Borongan di Desa Karang Dapo, Kecamatan, 

Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.  Meliputi: 

1) Penjaga kebun yang berjumlah 20 orang  

2) Pemborong duku yang berjumlah 40 orang 

3) Pemilik kebun yang berjumlah 45 orang 

Sehingga total dari populasi ini adalah 105 orang 

b. Sampel  

      Berdasarkan populasi diatas karena sampel yang 

peneliti ingin teliti yaitu berjumlah 105 orang maka  

Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel   

jika jumlah subyeknya lebih besar dari angka 100 dapat 

                                                           
5 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  243. 
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diambil antara 10-15% maka peneliti ingin mengambil 10% 

dari total populasi dan yang menjadi sampel penelitian ini 

adalah dalam rincian sebagai berikut: 

1)  Penjaga kebun yang berjumlah 4 orang  

2) Pemborong duku yang berjumlah 3 orang 

3) Pemilik kebun yang berjumlah 3 orang 

Sehingga total dari populasi ini adalah 10 orang 

 

4. Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research), maka pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara 

langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan 

merasakan hal-hal yang berkaitan dengan objek jual beli duku 

dengan sistem borongan, untuk kemudian dijadikan sebuah data 

berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui 

sebelumnya untuk mendapatkan informasi.
26

 

Dalam langkah observasi ini peneliti mengamati 

bagaimana transaksi jula beli duku dengan sistem borongan dan 

bagaimana sistem pengupahan dan tanggung jawab oleh 

penjaga pohon duku tersebut. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. 

Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam.
37

  

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber-

narasumber yang terkait pada penelitian ini kemudian 

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media 

Grup, 2009), h.252. 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.194. 
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melakukan sebuah penarikan kesimpulan yang penulis 

simpulkan sebagai hasil analisis. 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap daripada 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, 

dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan 

transkip, buku, surat kabar, majalah atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 

Dokumentasi yang penulis lampirkan pada karya 

tulis ialah dokumentasi bersama narasumber saat melakukan 

wawancara. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti 

menggunakan tekhnik pengolahan data dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu penelitian kembali data yang telah 

dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah 

dikumpulkan tersebut cukup baik atau relavan untuk 

diproses atau diolah lebih lanjut.
48

 

b. Organizing, menyusun secara sistematis data mengenai 

penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku 

secara borongan.  

c. Analizing, penelitian yang dilakukan secara sistematis 

terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual 

beli dengan sistem borongan. 

 

6. Analisa Data 

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah analinis kualitatif dengan menggunakan 

pola pikir induktif. Prinsip pokok data kualitatif adalah 

mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi 

data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. 

Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus 

atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu 

                                                           
8 Moh. Pabundu Tika,....75. 
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ditarik generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk 

diambil data-data yang bersifat khusus. Fakta-fakta tersebut 

penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

bersama narasumber. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus 

Penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, 

Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan 

dengan  judul yang dituangkan pada landasan teori. 

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITUAN 

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang 

dijabarkan pada 2 sub bab yakni : 

a. Gambaran umum objek penelitian 

b. Penyajian Fakta dan data penelitian 

1. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

 Pada Bab ini  Analisis Penelitian berisikan : 

a. Analisis data Penelitian 

b. Temuan Penelitian 

2. BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan 

rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian 

kesimpulan didapatkan melalui hasil analisis data yang 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

  Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian 

tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja 

yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil 

penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal 

yaitu: 
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a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, 

contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan 

b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada 

permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli dalam Islam 

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan 

transaksi ekonomi bagi manusia dalam kehidupannya merupakan 

sebuah keniscayaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dalam 

artian: tidak ada satupun manusia dalam hidupnya melainkan 

membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi. 

Orang kaya membutuhkan orang miskin, demikian pula 

sebaliknya. Profesi apapun yang digeluti oleh manusia, mesti dia 

membutuhkan manusia yang menekuni profesi diluar profesinya, 

seperti: seorang pedagang membutuhkan keberadaan seorang 

petani, demikian pula sebaliknya. 

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan cinta 

dan senang terhadap materi merupakan bagian dari fitrah 

manusia. Tidaklah benar ketika manusia dilarang untuk 

menikmati materi, dikarenakan manusia tercipta memiliki dua 

unsur, unsur materi yang membutuhkan asupan yang bersifat 

materi, dan unsur immateri yang membutuhkan asupan yang 

bersifat immateri, sehingga ajaran apapun yang melarang 

manusia untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbau 

materi, merupakan ajaran yang bertolak belakang dengan fitrah 

manusia tersebut.
1
 

 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli berasal dari Bahasa arab al-baiˊu.
2
 yang 

artinya “menjual,mengganti, dan menukar (sesuatu dengan 

sesuatu yang lain)”. Namun  al-baiˊu terkadang juga diartikan 

sebagai pengertian lawannya, yaitu kata Syira>‘an (beli) . 

dengan demikian, kata al-ai’u berarti kata “jual”  dan 

                                                           
1
Yusuf Baihaqi,Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran, Jurnal Asas 

Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol 9 No.2 2017,  66.  

 
2 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007),  

97. 
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sekaligus berati kata “beli”.
3
 Jual beli menurut etimologi 

adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli 

merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari 

dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan 

membeli.
4
 

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama 

berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya 

adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta 

(benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang 

diperbolehkan).
5
 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab 

Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Jual beli adalah saling 

menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik 

dan pemilik. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan 

pada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar 

harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa 

(ijarah).
5
 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual 

beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) atas dasar 

saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang 

lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai 

dengan syar’i. 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Dasar hukum jual beli ialah: 

a. Al-Quran 

Al-quran ialah sebagai dasar hukum yang menduduki 

tingkat pertama dalam menentukan hukum yang berlaku 

dalam kehidupan beragama, dalam masalah terkait dengna 

                                                           
3 Ibid, 98. 
4  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 51. 
5 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 

15. 
5 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979),  

23. 
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jual beli terdapat dalam Q.S (al-Baqarah [2]: 275) yang 

berbunyi: 

                           

                          

                             

                             

      

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
6 

(al-Baqarah 

[2]: 275) 

 

 Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan 

gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman 

riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan 

mengharamkna riba,  meskipun keduanya (jual beli maupun 

riba) sama-sama mencari keuntungan dalam hal ekonomi, 

namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang : PT 

Karya Toha Putra, 2002),14.  
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terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan 

disamping tanggung jawab resiko kerugian yang 

kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu senidri. 

 

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Arka>n yakni bentuk jamak dari rukn . Rukun sesuatu berarti 

sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang 

harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.
8
 Dikutip 

dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa rukun jual beli ada tiga, 

yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan ma’kud 

alaih.
9
 Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus 

disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat  Al-inqa>d, 

syarat sah, syarat nafa>dz\   , dan syarat  luzu>m. Jika salah satu 

syarat dalam Al-inqa>d syarat tidak terpenuhi, maka akad akan 

menjadi batil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan 

menjadi   fa>sid, jika dalam salah satu syarat nafa>dz tidak terpenuhi 

maka akad menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzu>m tidak 

terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar untuk 

meneruskan atau membatalkan akad.
10

 

a. Syarat Al-inqa>d 

Syarat Al-inqa>d dalah syarat yang harus terpenuhi agar 

akad jual beli dipandang sah  menurut syara. Apabila syarat 

in’iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi 

batal.
11

Menurut madzhab Hanafiyah, syarat in’iqad terdiri dari 4 

macam, yakni: 

1) Akad (ijab dan qabul) 

Ijab diambil dari aujaba yang artinya meletakkan, 

dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul 

yaitu orang yang menerima hak milik.
12

 Para ulama 

                                                           
8  Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam,(Jakarta: 

Pustaka  Amani, 2003), 20. 
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),70. 
10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,  2008) . 74.   
11 Ahmad Wardi Muslich,.... 187 
12 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogayakarta : 

Pustaka Kencana, 2010),  51 
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berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa 

syarat diantaranya: 

a) Keadaan ijab dan qabul berhubung 

b) Hendaklah mufakat makna keduanya 

c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan 

urusan yang lain 

d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti 

sebulan atau setahun tidak sah.
13

 

2)  (penjual dan pembeli) 

 ‘Aqi>d adalah orang yang berakad, terkadang 

masingmasing pihak terdiri dari satu orang, 

terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang 

yang berakad terkadang orang memiliki hak ('Aqi>d 

ash}li ) dan merupakan wakil dari yang memiliki 

hak.
14

 

Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a)      Berakal 

Tidak dipaksa keadaannya tidak mubazir 

(pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di 

tangan walinya. Firman Allah dalam Surat an-

Nisa >’ˊ[4]:5 

              

                   

     

 dan janganlah kamu serahkan kepada orang-

orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka 

yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja 

                                                           
13 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Jakarta: Attahiriyah, Tth,  272.   
14 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat,(Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010),  52.   
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dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 

kepada mereka kata-kata yang baik. 15 Surat an-

Nisa >’ˊ[4]:5 

 

b) Ba>ligh. Adalah sebuah istilah dalam hukum 

Islam yang menunjukan seseorang telah 

mencapai kedewasaan Seseorang akan dianggap 

baligh apabila mereka dapat mengerti, 

memahami dan bisa menilai antara mana yang 

baik dan yang buruk. Di samping itu, seseorang 

dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-

tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah 

mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah 

mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, 

sedangkan bagi seorang perempuan dapat 

dikatakan baligh jika telah mencapai umur 9 

tahun dan/atau mengalami menstruasi.
16 

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau 

tidaknya menjadi tiga bentuk: 

a. Jual Beli yang Sahih 

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun 

atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang 

lain, dan tidak terikat dengan khiya>r  lagi, maka jual beli 

itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, 

seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan 

syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah 

diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada 

rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah 

diterima dan tidak ada lagi khiya>r . 

 

                                                           
 15  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT 

Karya Toha Putra, 2002), 45. 

16 Sulaiman Rasjid,  269. 
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b. Jual Beli yang  Batal 

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya 

dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. 

Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, 

orang gila, atau barang-barang yanng dijual  

itu barang-barang yang diharamkan  syara’ (bangkai, 

darah, babi, dan khamr).
17

 

c. Jual Beli yang Fasi\d 

Jual beli yang fasi\d adalah akad jual beli yang 

secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat 

akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak 

dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan 

perselisihan, menjual rumah tapa menentukan rumah 

mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. 

Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui 

adanya pemindahan kepemilikan.
18

 

 

5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli 

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual 

beli antara lain adalah: 

a. Diantara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 

berlapang dada dengan jalan suka sama suka. 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki 

harta yang diperoleh dengan cara yang bathil 

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang 

halal 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak 

(masyarakat) 

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman serta 

kebahagiaan bagi jiwa dikarenakan memperoleh rezeki 

                                                           
17 Nasrun Haroen, Fiqh muamalah, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 135   
18  Khumaedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: 

Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung,2015) 140 
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yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah 

Allah SWT. 

f. Dapat menciptakan hubungan silahturahmi dan 

persaudaraan antara penjual dan pembeli.
19

 

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam 

bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar 

yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu 

digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak 

disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam 

hidupnyaDari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah 

disyariatkannya jual beli adalah; a. Manusia dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling 

rela. b. Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan 

kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan 

hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. 

Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan 

disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar 

sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.
6
 

 

6. Etika Dalam Jual Beli  

a. Pengertian etika 

 Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar istilah 

yang sangat populer yakni moral,etika dan ahlak.
20

 Memang 

erat hubunganya.
21

 ketiganya sangat akrab kedengaranya di 

telinga kita sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata ini 

mempunyai makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita 

cermati, tampaknya dari berbagai literatur yang mengkaji 

tentang moral memberikan terminologi yang secara subtansial 

                                                           
19 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogayakarta : 

Pustaka Kencana, 2010),  51 
6 Prodip Khumar, Sharia Economic Dispute Resolution, Jurnal:Al-‘Adalah 

Vol 18 No 2 2021, h. 37 
20 Muhammad Djakfar, Agama,Etika,dan Ekonomi, (Malang: UIN Malang 

Press,2007)hlm 6 
21 Lilik Agung, Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis 

Kontemporer (Jakrarta: PT Elex Media Komputindo, 2010),  9. 
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mengandung makna yang sama, yaitu norma kebaikan yang 

dihadapkan pada norma keburukan. 

 Menurut penulis kendati ruang perbedaan itu tidak ada 

karena dianggap tidak prinsip, sebenarnya bila dilihat dari 

aspek tolak ukur masing- masing, perbedan itu jelas ada. Kata 

“akhlak” yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan 

budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat,
22

 kemudian 

diadopsi menjadi bahasa Indonesia yaitu “Akhlak” tolak 

ukurnya adalah al-Quran surat al-Qalam [68] :4 

           

dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung. 
23

 al-Qalam [68] :4 

 

Kata akhlak yang sudah menjdi bahasa Indonesia ini 

diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas baik dan 

buruk, antarayang terpuji dan tercela, tentang perkataan 

atau perbuatan manusia lahir dan batin.
24

 Sebagai contoh 

apabila dalam suatu pertemuan kita melihat seseorang yang 

berangkulan pada saat berjumpa dengn orang lain, perilaku 

ini merupakan simbol bahwa kedua orang tersebut sangat 

akrab, saling menghargai, saling menghormati dan 

sebagainya. Tetapi dibalik perilaku lahir yang tampak baik 

itu, sebenarnya hati (qalbu) mereka berdua belum tentu 

tulus, dengki, jahat dan sebagainya, maka orang yang 

mempunyai prilaku hati yang demikiandapat dikatakan 

belum berakhlak, inilah kelebihan ajaran akhlak dalam 

Islam. 

  

                                                           
22 Hamzah Ya’kub, Etika Islam ( Bandung: CV Diponegoro, 1991), 12. 
23 Departemen Agama RI, Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka 

(Ciputan Tanggerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 

2011), 78. 
24 Ibid, 13 
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Adapun perkataan moral yang berasal dari bahasa 

latin mores berarti adat kebiasaan, kesopanan, atau 

kesusilaan. Dalam istilah lain disebut etiaka atau akhlaq.
25

 

Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan 

susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan 

umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial 

dan lingkungan tertentu. Dengan demikian, moral berarti 

tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang 

diterima oleh umum, sehingga tolok ukurnya adalah 

kebiasaan yang berlaku. Seseorang dikatakan amoral jika 

ia berprilaku berseberangan dengan kebiasaan perilaku di 

sebuah tempat. Ukuran moral biasa jadi bersifat lokal 

(locus) sehingga tidak sama antara satu tempat dengan 

tempat yang lain. Sebagai contoh, dalam satu atau 

beberapa hal tidak sama antara kebiasaan di negara Jepang 

dan negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya seseorang 

yang pernah hidup dikedua negara tersebut harus 

berprilaku sesuai dengan kebiasaan setempat agar tidak 

dikatakan sebagai manusia yang tidak bermoral. 

Adapun istilah etika, secara teoritis dapat dibedakan 

kedalam dua pengertian, sekalipun dalam prakteknya tidak 

mudah dibedakan. Pertama, etika berasal dari kata Yunani 

ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti adat 

istiadat dan kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika 

berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri 

seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok 

masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang 

lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. 

Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang 

terus berulang sebagai sebuah kebiasaan 

Dalam pengertian yang pertama ini, secaraharfiah, 

etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai, 

bagaimanapun manusia harus hidup baik sebagai manusia 

yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan 

                                                           
25 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung, CV.Di 

ponegoro, cet, tiga, 1999 ), 16 . 
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yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang jelek 

dan terulang dalam kurun waktu yang lama layaknya 

sebuah kebiasaan. Dengan demikian, etika dalam 

pengertian ini sebagaimana halnya moralitas, beresensikan 

nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi 

kompasataupegangan hidup manusia dalam seluruh 

kehidupan. 

Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang 

sekaligus berbeda dengan moralitas. Maksudnya, dalam 

pengertian ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih 

luas dari moralitas dan etika dalam pengertian diatas. Etika 

dalam pengertian yang kedua ini yaitu sebagai filsafat 

moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan 

norma moralitas dan etika dalam pengertian pertama. 

Dengan demikian etika dalam pengertian ini merupakan 

filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah 

konkrityangsiap pakai, sebagaimana pengertian pertama. 

Sebagai sebuah cabang filsafat, etika disini lebih 

menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai 

dan norma moral dengan segala permasalahan hidup 

ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dalam 

pengertian kedua ini dapat dirumuskan sebagai refleksi 

kritis dengan rasionalsebagaiberikut : 

1) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia 

harus hidup baik sebagai manusia 

2) masalah-masalah kehidupan manusia dengan 

mendasarkan diri padanilai dan norma-norma moral 

yang diterima. Ini berarti dengan mengacu pada 

pengertian etika yang kedua, dapat dikatakan tolak 

ukur etika adalah akar-pikiran (rasio) seseorang 

dengan akal sehatnya biasa menimbang-nimbang 

apakah perbuatan atau perilakunya etisatau 

sebaliknya. 

Seseorang yang meludah di dekat orang yang sedang 

menikmati makanan, maka bisa dikatakan prilaku 

orang itu tidak etis, karena di sini ada ukuran  
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universal secara akal sehat bahwa ludah itu benda 

yang menjijikkan sehingga tidak layak dikeluarkan di 

sembarangan tempat, terutama di dekat orang yang 

sedang makan. 

Dengan demikian, perbedaan di satu sisi 

bersifat aplikatif sebagimana praktik moral dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan di sisi lain etika 

lebih banyak bersifat teoritis (spekulatif). Selain itu 

etika merupakan tingkah laku manusia yang bersifat 

umum (universal), sedangkan moral bersifat lokal ( 

lebih khusus). Pada prinsipnya, pelanggaran etika dan 

moral yang dilakukan oleh seseorang dapat 

dikembalikan kepada kata hatinya masing-masing. 

Jika dalam hatinya tersirat bahwa perbutan yang ia 

lakukan kurang baik maka jika ia lakukan berarti ia 

telah melanggar etika ataupun moral. Bahkan dalam 

ajaran akhlak, perilaku kata hati inilah yang sangat 

ditekankan sebagai indikasi seseorang benarbenar 

berakhlak menurut ajaran Islam. Dalam dunia bisnis 

yang ingin mendapatkan ridho Allah, haruslah 

menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak sehingga usaha 

dan hasil yang diperoleh akan menjadi bersih dan 

mendapat berkah baik didunia maupun di akhirat. 

Bahkan disadari bahwa menjunjung tinggi nilai moral 

dan hukum adalah merupakan bagian dari ajaran 

secara unuversal.
26

 

Perbedaan ketiga istilah tersebut menurut hemat 

penulis sebagai wacana untuk meluruskan 

pemahaman yang selama ini telah lama berkembang. 

Namun demikian,  tidak berpotensi untuk 

mempermasalahkan perbedaan tersebut. Dalam arti, 

ruang ini memberikan substansi terminologi yang 

sama terhadap istilah akhlak, moral dan etika. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengantisipasi penggunaan istilah 

                                                           
26  Muhammad Djakfar, Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di 

Ranah Bisnis, ( Malang: UIN Malang Press, 2010) 48. 



27 

 
 

yang tidak sama antara ahli yang satu dengan yang 

lain yang dipakai dalam buku mereka masing-masing. 

Padahal yang dimaksud dalam substansial adalah 

sama, yaitu persoalan norma kebaikan dan keburukan 

yang menjadi timbangan prilaku kehidupan manusia. 

Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian 

tentang etika itu sendiri, seperti menurut: 

1) Peter Pratley, bahwa pada dasarnya etika adalah 

suatu cabang ilmu filsafat, dimana tujuan 

utamanya adalah mempelajari perilaku baik moral 

ataupun inmoral agar dapat membuat 

pertimbangan yang cukup beralasan untuk 

mendapatkan dan mencapai rekomendasi yang 

memadai.
27

 

2) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dapat 

diartikan ilmu yang mempelajari apa yang baik apa 

yang buruk dan hak dan kewajiban moral (akhlak), 

kumpulan asasatau nilai yang berkenaan dengan 

akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat.
28

 

3) K. Bertens mengklasifikasikan pengertian etika 

dalam tiga bentuk, yaitu: (a) etika dalam arti nilai-

nilai dan norma-norma moral yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok 

dalam menganut tingkah lakunya. (b) dalam arti 

asas atau moral, yakni semacam kode etik. (c) 

etika dalam arti ilmu yang membahas tentang 

sesuatu yang baik atau yang buruk.
29

 

4) Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang 

menjelaskan arti yang baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia kepada manusia lainnya, menyatakan 

tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam 

                                                           
27 Ibid, 13 
28 Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet ketiga) hlm 237 
29 Ibid, 9 
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perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat.
30

 

5) Webster Dictionary sebagaimana dikutip dari 

SofyanS. Harahap, secara etimologis etika adalah 

suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang 

baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban 

moral, atau biasa juga mengenai kumpulan prinsip 

atau nilai moral.
31

 

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai 

tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis 

berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.
32

 Etika 

merupakan bidang normatif, karena menentukan dan 

menyarankan apa yang seharusnya dilakukan atau 

hindari.
33

Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat 

aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. 

Perilaku dikatakanberetikaapabila tingkah 

lakuseseorang diterima oleh masyarakat atau 

sebaliknya, ketika prilaku kita ditolak oleh masyarakat 

karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam 

etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing 

segala prilaku dalam menjalankan aktifitas. 

Titik sentral etika Islam adalah menentukan 

kebebasan manusia  untuk bertindak dan bertanggung 

jawab karena kepercayaannya terhadap Allah Swt. 

Hanya saja  kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, 

dalam arti kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya 

manusia memiliki wawasan yang mutlak, maka berarti 

dia menyaingi kemahakuasaan Allah pencipta semua 

makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. 

Manusia merupakan wakil Tuhan dimuka bumi 

                                                           
30 Ibid, 4 
31 Sofian S. Harahap, Etika Bisnis dalam perspektif Islam, (Jakarta:salemba 

empat,2011),  15. 
32 faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007, cet,  kedua,) , 15. 
33 Choirul Fuad Yusuf, Etika Bisnis Islam, (Majalah Ulumul Qur’an, 

Jakarta, 1997),  64. 
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sebagaimana firman Allah dalam Alqur’an surat al-

An’a>m (6):165 

                  

                  

            

 Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 

Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.23
 (Q.S al-An’a>m (6):165) 

 

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah 

untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai 

pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu 

memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar 

dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. 

Akan tetapi perlu disadari bahwa manusia 

disamping sebagai makhluk individu juga sebagai 

makhluk sosial (homo socius), yang berarti ia tidak 

akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama dan 

bantuan dari sesama (orang lain). Selain itu sebagai 

makhluk hidup ia membutuhkan sarana atau fasilitas 

untuk hidup yang layak dan banyak tersedia didalam 

lingkungannya. Fasilitas itu telah dipersiapkan oleh 

Allah sebagai kurunia bagi manusia yang telah 

mendapat tugas sebagai wakil-Nya di bumi. Bahkan, 

dalam sebuah lingkunagan moral secara umum, 

sebagian individu mungkin akan terus mengabaikan 

                                                           
23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT 

Karya Toha Putra, 2002),41 
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nilai-nilai moral sementara kekuatan-kekutan pasar 

tidak dapat mengoreksinya.
35

 

Bertolak dari uraian diatas, dilihat dari perspektif 

ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya 

manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya 

sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam 

lingkungannya dan kepada Allah selaku Pencipta-Nya. 

b. Parameter Tentang Baik dan Buruk (Etika) 

Teori etika merupakan suatu kajian yang tidak 

mungkin mengkaji sedemikian mendalam. Hanya saja, 

pembahasan yang cukup mendasar pada prinsip-prinsip 

etika yang jelas tidak berdiri sendiri, tetapi sudah 

terangkum dalam kerangka pemikiran yang sistimatis 

yang disebut dengan teori. Jika dilihat apakah suatu 

perbuatan seseorang itu baik atau buruk dan bahkan 

buruk sekali, tentu jawabannya dari sudut pandang 

etikayang menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang 

itu baik atau buruk. Perbuatan yang baik dapat diterima 

sedangkan perbuatan yang buruk ditolak. Salah satu 

implikasi kritis peraturan syariah ynag mengatur system 

ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas agen ekonomi 

secara implicit dan secaratak lansung mengakar kepada 

skema besar hubungan antara manusia dan sang 

Pencipta. Konsekuensinya, hubungan tersebut 

memberikan prioritas utama pada pengaplikasian 

moralitas dan etika dalam berbagai permasalahan bisnis 

dan komersial.
36

 

c. Ahlak sebagai norma pokok pelaksanaan etika jual beli 

Bagimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) 

seseorang, atau dengan kata lain prilaku berkorelasi 

dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, 

berkecendrungan akan menghasilkan perilaku yang baik 

dalam setiap aktivitas atau tindakan. Setiap tindakannya 

                                                           
35 M.Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2000) , 15. 
36  Zamhir Iqbal, dkk, Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek, ( 

Jakarta: Prenada Media Group, 2008) , 19. 
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dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan, akan sangat 

erat kaitannya dengan moral.
37

 

Seorang pelaku bisnis yang peduli etika, bisa 

diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu 

melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam 

kacamata Islam memiliki kode etik. Allah swt telah 

menjadikan manusia masing-masing saling 

membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling 

tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk 

kepentingan hidup, diantaranya dengan jalan jual-beli, 

sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya 

demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi 

peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya 

aturan muamalat, maka penghidupan manusiaakan lebih 

baik. Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar-

menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat 

dengan cara yang ditentukan salah satunya jual-

beli.
38

Yang membedakan Islam dengan materialisme 

ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi 

dengan etika, sebagaimana tidak pernah mimisahkan 

ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang 

dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan 

Islam.
39

Seorang muslim tidak dibenarkan 

mendahulukan kepentingan ekonomi diatas 

pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan 

agama. Adanya usaha-usaha ekonomi dengan 

mengabaikan etika dan berbagai konsekuensinya yang 

lebih mementingkan tuntutan strategi bisnis daripada 

tuntutan moral yang mendorong pelakunya untuk 

berbuat yang merugikan orang lain 

                                                           
37 zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 

Ed.1.Cet.2. 2009), 145. 
38  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam ( Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007 

Cet.40),  278. 
39 yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 

2006,cet 5) , 51. 
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Seseorang tidak boleh mengerjakan apa saja yang 

diinginkan, atau apa yang menguntungkan. Setiap 

individu terikat oleh etika pada setiap aktivitas ekonomi 

yang dilakukannya, baik dalam menjalankan usaha, 

mengembangkan, maupun menginfakkan hartanya, 

Serta tidak bebas dalam memproduksi berbagai macam 

barang, mendistribusikan, mengeluarkan dan 

mengkonsumsi, tetapi terikat oleh ikatan tatanan nilai 

yang sangat tinggi, baik yang bersumber dari ajaran  

Allah swt. 

Kendati masalah bisnis tak lepas dari ikatan norma 

etika bukanlah berarti Islam menghalangi seseorang 

pelakunya memperoleh keuntungan. Bagaimanapun 

bisnis yang profit pasti ingin mengejar tambahan modal 

yang di peroleh dari laba. Akan tetapi dalam pandangan 

etika Islam, yang harus dikejar bukan sekedar 

keuntungan, melainkan suatu keberkahan.
40

 

Karakter khusus dalam etika dalam Islam sebagian 

besar bergantung kepada konsep menganai manusia 

dalam hubunganya dengan tuhan, dengan dirinya 

sendiri, alam dan masyarakat.
41

 Manusia menurut al-

Qur’an sudah jelas diciptakan hanya untuk menghamba 

kepada Allah swt. Sebagai konsekwensinya, ia harus 

taat pada semua perintah-Nya, termasuk dalam 

mengadakan kontak dengan dirinya sendiri maupun 

alam dan masyarakat. Ia harus selaras dengan tuntutan-

Nya, atau dalam pengertian yang lebih luas, segala 

perbuatan manusia itu harus mengandung ibadah 

kepada-Nya. 

d. Etika Jual Beli dalam Islam 

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan 

sekedar mencari keuntungan melainkan juga 

keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan 

                                                           
40 Syed Nawab Haider Naqwi, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis 

Islam ( Bandu 

ng Mizan, 1985), 89 
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memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh 

Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang 

pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas 

keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi 

adalah keuntungan inmateril (spritual). 

Kebendaanyangbermakna apabila diimbangi dengan 

kepentingan spritual yang transenden (ukhrawi). Karena 

itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang 

pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa 

prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yang 

terdapat dalam Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah 

saw.adalah sebagai berikut : 

1) Jujur (transparan) 

2) Menjual barang yang halal 

3) Menjual barang yang baik mutunya 

4) Tidak membunyikan cacat barang 

5)  Tidak melakukan sumpah palsu 

6) Murah hati 

7) Tidak menyaingi pedagang lain 

8) Mennepati janji 

9) Mengeluarkan Zakat apabila sampai Nisab. 

10) Tidak Lalai dalam Menjalankan Perintah Allah. 

11) Mencatat jika ada yang berhutang 

12) Amanah  

 Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat 

dipercaya. Kepercayaan adalah aset yang sangat 

berharga di dunia bisnis.
42

Amanah memiliki 

makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban.
43

 moral yang dibebankan 

kepada setiap orang, baik dalam melaksanakan 

tugas penghambaan kepada Tuhan maupun tugas 

kemanusiaan antara sesamanya. Dalam prinsip 

                                                           
42  Danang Sunyoto, Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil 

Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim,( Yogyakarta: Surya Media, 2009) 

,45. 
43 M.Nur Rianto Al Arif, Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah,(Bandung: 

CV Alfabeta, 2010),27. 
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manajemen, amanah menjadi kata kunci yang 

sangat penting, sampai dimana sebuah proses 

usaha ditangani dengan jujur, transparan, dan 

akuntabel.
 
 

  Pedagang yang Islami harus mau dan mampu 

bertanggung jawab atas setiap usaha, pekerjaan, 

atau jabatan sebagai pedagang yang menjadi 

profesinya. Setiap amanah yang dibebankan 

kepada pundak seseorang akan diminta 

pertanggung jawabannya di sisi Allah, oleh 

karenanya apapun bentuknya amanah jangan 

disepelekan. Rasulullah sendiri sudah memberikan 

teladan dengan sikap-sikapnya yang terpercaya ( 

al-amin), menjadikannya sosok yang disegani 

dalam berbagai kalangan, baik muslim maupunnon 

muslim, termasuk dalam urusan bisnis. 

 Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan 

manusia adalah mulia, sepanjang tidak menyalahi 

aturan agama Islam. Pekerjaan seperti berdagang, 

berniaga atau jual beli juga merupakan suatu 

pekerjaan mulia, karena fungsinya memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa seluruh anggota 

masyarakat demi memenuhi kehidupannya. 

Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli 

akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan 

tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. 

Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. 

Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting 

dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Al-

quran surat al-Anfa>l [8]:27 yang berbunyi : 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahui. 46   (Q.S al-Anfa>l [8]:27)  

 

Firman Allah dalam (Q.S.an-Nisa>’ [4]:58) sebagai 

berikut, 

                        

                           

         

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.47 

(Q.S.an-Nisa>’[4]:58) 

 

13) Ramah 

Banyak orang yang susah untuk berperilaku 

ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam 

ketika bertemu dengan orang yang tidak disukainya 

                                                           
46  Departemen Agama RI, Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka 

(Ciputan Tanggerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 

2011),  223. 
47  Ibid, 87 
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atau memilih untuk berperilaku tidak ramah. Padahal, 

ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh 

agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. 

Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan 

ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat 

ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan 

hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, 

mau menghormati dan menyayangi merupakan inti 

dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah 

dalam transaksi jual beli karena dapat membuat 

konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa 

tentram jikadalambertransaksi. 

14)  Adil 

  Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau 

berlaku zalim dalam berdagang sangat dianjurkan 

dalam agama Islam. Muhammad saw, merupakan 

diutus Allah untuk membangun keadilan, celakalah 

bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang 

yang apabila menerima takaran dari orang lain 

meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar 

atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. 

Berbuat curang dalam berbisnis bisa mendatangkan 

kehancuran, karena kunci keberhasilan bisnis adalah 

kepercayaan.  

  Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. 

Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua 

konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari 

sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual 

semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli 

karena akan berdampak kepada hasil penjualannya. 

Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena 

merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. 

firman Allah dalam surat Q.S.an-Nisa>’ [4]: 57 
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 48
 

(Q.S.an-Nisa>’ [4]: 57) 

 

15) Sabar 

Sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang 

teguh kepada ketetapan Allah.
49

 Dalam jual beli sifat 

sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa 

keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar 

atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan 

komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa 

puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula 

dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika 

ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas 

bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. 

Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat (Q.S 

A>li-ˊImra>n[3]:120) yang berbunyi: 

                                                           
48  Departemen Agama RI, Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka 

(Ciputan Tanggerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 
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Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya, (Jakarta: Qultummedia,2005),107. 
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jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya 

mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat 

bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu 

bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka 

sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan 

kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala 

apa yang mereka kerjakan. 50
 (Q.S A>li-

ˊImra>n[3]:120) 

 

B. Akad Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Pengertian  akad berasal dari bahasa Arab al-aqa>d 

yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan 

pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat 

karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. 

Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad  diartikan dengan 

hubungan dan kesepakatan. 

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan 

“pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul 

(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak 

syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. 

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak 

syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di 

lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah 

apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. Misalnya, 

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang 
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2011),  156  



39 

 
 

lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun 

pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek 

perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan 

pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada 

pihak lain (yang menyatakan qabul).
51 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang 

dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab 

qabul yang di benarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan 

kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad 

ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak 

atau kedua belah pihak.
52

 

 

2. Dasar Hukum Akad 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu 

pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan 

penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh 

pada suatu kontrak.  Dasar hukum dilakukannya akad dalam 

AlQur’an adalah surah  al-Ma>́ idah [5]: 1 sebagai berikut :  

                         

                        

           

 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. (Q.S al-Ma>́ idah [5]: 1) 

 

                                                           
51 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 51. 
52 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 

2010), 15. 
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3. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut: 

1)  ˊAqi>d 

ˊAqi>d adalah orang yang berakad (subjek 

akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari 

salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 

orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di 

pasar biasanya masingmasing pihak satu orang 

berbeda dengan ahli waris sepakat untuk 

memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang 

terdiri dari beberapa orang. 

2) Maˊqu>d ˊalaih 

  Maqu>d alaih adalah benda-benda yang akan 

di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang 

di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 

pemberian, gadai, dan utang. 

3)  Maudhu>‘ Al-ˊaqi>d 

  Maudhu>‘ Al-ˊaqi>d adalah tujuan atau 

maksud mengadakan akad.Berbeda akad maka 

berbedalah tujuan pokok akad.Dalam akad jual 

beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu 

memindahkan barang dari penjual kepada pembeli 

dengan di beri ganti. 

4) Shi>ghat Al-ˊaqid 

    Shi>ghat Al-ˊAqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah 

ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah 

satu dari pihak yang akan melakukan akad, 

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua 

untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam 

pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu 

dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli 

dalam membeli sesuatu terkadang tidak 

berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan 

kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, 

misalnya yang berlangganan majalah, pembeli 
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mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli 

menerima majalah tersebut dari kantor pos.
53 

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang 

harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai 

sebagai berikut : 

a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah 

pihak,misalnya : aku serahkan benda ini 

kepadamu sebagai hadiah atau pemberian 

b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul 

c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan 

penolakan dan pembatalan dari keduanya. 

d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari 

pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, 

dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti 

oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) 

harus saling merelakan.  

  

b. Syarat-syarat Akad 

Syarat-syarat dalam akad adalah 

sebagai berikut : 
54

 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap 

bertindak (ahli). Tidak sah akad orang 

yang tidak cakap bertindak, seperti 

pengampuan, dan karena boros. 

2) Objek akad dapat menerima hukumnya, 

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan 

oleh orang yang mempunyai hak 

melakukannya, walaupun dia bukan  ˊaqi>d 

yang memiliki barang 

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh 

syara‟, seperti jual beli mulasamah. Akad 

dapat memberikan faedah, sehingga 

                                                           
53 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogayakarta : 

Pustaka Kencana, 2010),  51. 
54  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010),  51. 
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tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap 

sebagai imbalan amanah (kepercayaan), 

5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut 

sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang 

berijab menarik kembali ijabnya sebelum 

qabul maka batallah ijabnya, 

6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga 

bila seseorang yang berijab telah berpisah 

sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal 

 

4. Prinsip Akad 

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip 

akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akadyang 

di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam  Islam:
55

 

a. Prinsip kebebasan berkontrak. 

b. Prinsip perjanjian itu mengikat 

c. Prinsip kesepakatan bersama. 

d. Prinsip ibadah. 

e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi. 

f. Prinsip kejujuran (amanah). 

 

5. Macam-Macam Akad 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu 

dapat dibagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di 

lihat dari ke absahannya menurut syara’, akad di bagi 

menjadi dua yaitu sebagai berikut :
56

 

a. Akad sahih 

Akad shahih adalah akad yang telah 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syaratnya.Hukum dari akad shahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang di 

                                                           
55 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : UII 

Pres, 1982), 65. 
56 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan 

Bintang, 1997),  35-56 
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timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-

pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah 

membagi akad shahih menjadi dua macam, 

yaitu: 

1) Akad Na>fiz\ (sempurna untuk di laksanakan) 

Akad Na>fiz adalah akad yang di 

langsungkan dengan memenuhi rukun dan 

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya, 

2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan 

seseorang yang  cakap bertindak hukum, tetapi ia 

tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan 

dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di 

langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. 

     Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya 

jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh 

membaginya kepada dua macam, yaitu: 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak 

yang berakad, sehingga salah satu pihka tidak 

boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak 

lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihakpihak 

yang berakad, seperti akad  al-waka>lah 

(perwakilan), al-a>riyah (pinjam meminjam), dan 

al-wadhi>‘ah  (barang titipan). 

b. Akad tidak sahih 

Akad yang tidak shahih adalah akad yang 

terdapat kekurangan pada rukun atau 

syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum 

akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat 

pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak 

shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Akad Bathil 

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi 

salah satu rukunnya atau ada larangan langsung 

dari syara’.Misalnya, objek jual beli itu tidak 

jelas.Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual 

ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang 

berakad tidak cakap bertindak hukum.    

2) Akad  Fa>sid 

Akad Fa>sid  adalah akad yang pada dasarnya di 

syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu 

tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau 

kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan 

bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut 

brand kendaraan yang di jual, sehingga 

menimbulkan perselisihan antara penjual dan 

pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad 

bathil dan akad fasid mengandung esensi yang 

sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak 

mengakibatkan hukum apapun. 

   

6. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, 

di antaranya sebagai berikut:
57

 

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, 

apabila akad tersebut tidak mempunyai 

tenggang waktu 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, 

apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad 

dapat dianggap berakhir jika : 

1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat 

unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya 

tidak terpenuhi, 

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, 
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3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu 

pihak secara sempurna, 

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal 

dunia. 

 

1. Hikmah Akad 

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu 

mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah 

sebagai berikut:
58

 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di 

dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah di atur secara syar’i. 

c. Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikian 

sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau 

memilikinnya. 

 

C. Upah 

1. Pengertian Upah 

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan 

muamalah adalah Ija>rah. Menurut Bahasa  al-ija>rah berarti 

“upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz Ija>rah 

mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 

pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, 

atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Kalau 

sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan Ija>rah  

dengan “sewa- menyewa”, maka hal tersebut janganlah 

diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya 

saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.
59

 

      Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda 

dalam mendefenisikan kata Ija>rah adalah istilah dalam 

fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk 

disewakan, sedangkan menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah 

                                                           
58 Ibid.,  59 
59 Helmi karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),  

29. 
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sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

pengggantian. Jadi, hakikatnya Ija>rah adalah penjualan 

manfaat.
60

 

   Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain 

disebut oleh Al-Jazairi, Ija>rah dalam akad terdapat manfaat 

untuk masa tertentu, sedangkan menurut Zuhaily 

mengatakan Ija>rah adalah transaksi pemindahan hak guna 

atas barang atau jasadalam batasan waktu tertentu melalui 

pembayaran atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan 

hak pemilikan atas barang sewa Ija>rah.
61

 

Hal-hal yang erat kaitanya dengan upah adalah: 

a) Upah bersih ialah sejumlah uang yang diberikan kepada 

pekerja 

b) Upah borongan ialah  yang diberikan kepada karyawan 

berdasarkan satuan barang atau tugas yang telah 

dikerjakan 

c) Upah harian ialah bayaran yang telah dibayarkan 

kepada seorang pekerja atau karyawan hanya untuk 

kerja selama satu hari 

d) Upah minimum ialah upah paling rendah menurut 

regulasi perundang-undangan atau persetujuan serikat 

buruh harus dbayarkan oleh perusahaan kepada 

karyawan 

e) Upah wajar adalah upah yang diberikan perusahaan 

setara dengan jasa yang disumbangkan karyawan 

kepada perusahaan 

f) Upah tetap ialah upah yang diterima pekerja atau buruh 

secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara 

tetap serta tidak berkaitan dengan tunjangan dan lain 

sebaginya. 

g) Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja 

secara tidak tetap atas suatu pekerjaan, tidak tetapnya 

upah dikarenakan volume dari pekerjaan yang tidak 
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stabil, maka jika pekerjaan padat maka upah akan lebih 

besar bagitupun sebaliknya.
62

 

 

2. Dasar Hukum Upah 

a. Landasan Al-Quran 

1) Al-Quran Surah al-Baqarah [2] : 233 

                        

                          

                               

                        

                          

                              

      63
 

  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 

                                                           
62 Ibid, 4.  

  
63 Departemen Agama RI, Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka 

(Ciputan Tanggerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 

2011),  38.  
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dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2] : 233) 

 

 Ayat di atas menjelaskan, bahwasanya 

memberikan upah haruslah sepadan atas pekerjaan yang 

telah dilakukanya berdasarkanbesarnya pekerjaan yang 

hendak dilakukan dan pemberi upah yang dalah hal ini dalah 

pemilik usaha hendaklah bersikap adil serta tidakla curang, 

hal ini dikarenakan jika pemberian upah tidak sesuai dengan 

kesepakatan atau tidak layak sesuai dengan perjanjian yang 

diterapkan maka akad tersebut menjadi tidak sah 

dikarenakan pada perjanjian awal telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

 Al-Quran Surah ˊaz-Zukhruf [42]: 32 

                     

                  

                  
63    

 Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 

penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 

telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang 

lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S ˊAz-

Zukhruf [42]: 32) 

 

                                                           
63 Ibid, .38.  
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Ayat diatas menjelaskan bahwasanya manusia dapat 

menolong manusia lainya dalam hal ini dengan cara Ijaroh 

yakni suatu akad upah- mengupah, karena dengan akad Ijaroh 

sebagian manusia dapat menolong manusia lainya dengan 

sebagaimana mestinya. 

Al- Quran Surat ˊan-Nah}l [16] : 97 

                         

                     

    64  

 Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalamKeadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 

akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (Q.Sˊan-Nah}l [16] : 97) 

 

Al- Quran surat al-Qas}as}  [28] : 26 

                    

            65 

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja 

(pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling 

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

                                                           
64 Departemen Agama RI, Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka 

(Ciputan Tanggerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 

2011),  38.   
65 Ibid, 40.   
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orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (al-Qas}as}  

[28] : 26) 

 

3. Rukun dan Syarat Upah (Ija>rah) 

Berkaitan dengan rukun dan syarat Ija>rah dalam 

bahasan mengenai syarat terdapat empat halyang berkaitan 

dengan syarat yaitu: Pertama, syarat terjadinya akad (al-

inqa>d) yang menhendaki ketentuan yang berkaitan dengan 

para pelaku akad sewa (‘aqidayn), zat (obyek), sewa dan 

tempat berlangsungnya akad sewa. Kedua  syarat 

pelaksanaan akad Ija>rah Ketiga  syarat sahnya Ija>rah yang 

berkaitan dengan keabsahan akad Ija>rah yang berkaitan 

dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa 

(mauqu>d ˊalaih), upah/ sewa (Ija>rah) dan dzat yang 

dijadikan sebagai bahan sewa (nafs al- ‘uqud).
67 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, 

sehingga itu terwujud karena adanya unsur- unsur tersebut 

yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena 

adanya unsur- unsur yang membentukya, yaitu pondasi, 

tiang, lantai, dinding atap dan seterusnya. Dalam konsep 

Islam unsur- unsur Islam pembentuk tersebut disebut 

rukun.
68

 

a. Menurut para Ulama, rukun Ija>rah ada empat yaitu:
69

 

1)   ˊAqi>d  (orang yang berakad) 

ˊAqi>d yaitu orang yang melakukan sewa 

menyewa atau upah-mengupah. Orang yang 

memberikan upah dan yang menyewakan disebut 

muji>r  dan orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewakan atau 

menerima upah disebut musta’jir.770
 

                                                           
67 Andri soemitro, Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2019),  117.  
68 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam 
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69 Ibid, 95. 
70 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam 

Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),  95.   
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2) Shiqhat 

  Shiqhat Adalah ijab dan qabul antara Mu’jir 

dan Musta’jir. Ijab kabul sewa menyewa dan upah 

mengupah. Misalnya upah ujrah diketahui jumlahnya 

oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa ataupun 

upah mengupah.
71 

Menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah pasal 257 untuk menyesuaikan suatu 

proses akad ijarah pihak-pihak yang melakukan akad 

harus mempunysi kecakapan melakukan perbuatan 

hukum.
72

 

 

4. Manfaat Upah 

Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan kepada 

setiap manusia, begitupun dalam bertransaksi atau dalam 

menjalankan hubungan antar sesama manusia haruslah jelas 

manfaat serta ikhwal yang tidak merugikan salah satu pihak 

yang berakad. Manfaat yang menjadi objek Ija>rah  haruslah 

diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan 

dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu 

menjadi tidak sah.
73

 

a. Menurut para ulama manfaat Ija>rah  ada empat yaitu:
74

 

1) Manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui 

secara sempurna sehingga tidak menimbulkan 

perselisihan dikemudian hari, yang meliputi: 

a) Barang yang disewakan harus jelas manfaatnya 

dan mubah (tidak bertentangan dengan syariat 

Islam) 

b) Tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatn 

atau menyewakan untuk tujuan kejahatan 

c) Benda objek sewa harus diserahkan kepada 

penyewa tidak boleh menyewakan benda yang 
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hilang atau pengupahan pekerjaan yang diberikan 

adalah pekerjaan yang mampu dipekerjakan. 

d) Benda yang disewakan kekal zatnya sehingga 

dapat di tentukan tempo sewanya serta,  

e) Jenis pekerjaan jika Ija>rah pekerjaan. 

b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES).
75

 

1) Pasal 262 

a) Uang ijarah tidak dapat dibayarkan apabila 

akad ijarah batal 

b) Harga ijarah yang wajar/ ujrah al misli 

adalah harga yang ditentukan oleh orang 

yang berpengalaman dan jujur. 

2) Pasal 264 

a) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak 

boleh dikembalikan kecuali ditentukan lain 

dalam akad. 

b) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh 

yang menyewakan jika pembatalan ijarah 

dilakukan oleh pihak yang menyewakan. 

 

5. Macam-Macam Upah 

Ijarah terdapat 2 macam  yaitu:
76

 

a. Ija>rah atas manfaat bida disebut juga dengan sewa- 

menyewa dalam ija>rah bagian ini objeknya adalah 

manfaat dari suatu benda 

b. Ija>rah atas pekerjaan disebut juga dengan upah- 

mengupah. Dalam Ija>rah bagian ini objek akadnya adalah 

pekerjaan bagi seseorang. 

Pendapat lainya mengemukakan atau mendefinisikan 

kata Ujrah berasal dari kata al- ajru yang berarti al-‘tawadlu 

(ganti). Denagn sendirinya lafadz al- tsawab (pahala), 

merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik.
77

 

                                                           
75 Ibid,.71. 
76 Ahmad wardi muslich, fiqih muamalah, (jakarta: Amzah, 2010), 392.  
77 Sayyid sabiq, fiqih sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki 

(Bandung: al-Ma’ruf), 15. 
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Ujrah atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari 

seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya). Ijarah 

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai 

kompensasi.
78

 Kompensasi imbalan adalah yang kemudian 

disebutkan dengan kata Ujrah , arjun, yang diartikan dan 

dikaitkan dalam ayat Al- Quran  Surat a}t-T}ala>q [65]: 6 

                  

                            

                     

                       

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Q.S a}t-T}ala>q [65]: 6 

 

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus 

berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula 

dijadikan upah. Seorang Ajir  boleh dikontrak dengan suatu 

kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab 

praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang 

menyusui, seperti ayat yang telah disebutkan diatas.
79

 

                                                           
78 Taqyudin an- Nabahani, Membangun Sistem Ekonomi 

AlternatifPerspektif Islam, ( surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.  
79 H. Rachman Djatrika, Pola Hidup Muslim, (Bandung:  PT Remaja 

Rosada Karya1991), 85.   
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6. Upah Menurut Hukum Islam 

  Upah menurut hukum Islam adalah imbalan yang 

diterima seseorang atas pekerjaanya materi di dunia ( adil dan 

layak ) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat ( imbalan 

yang lebih baik).
80

  

  Perbedaan pandangan tentang upah di dalam Islam 

dan budaya Barat adalah terletak dalam dua hal yang Pertama 

Islam melihat upah sangat besar kaitanya dengan konsep 

moral sementara barat tidak. Kedua Upah dalam Islam tidak 

hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi 

menembus batas kehidupan yaitu berdimensi akhirat yang 

disebut dengan pahala sementara barat tidak. Adapun 

kesamaan antara pengupahan barat dan Islam adalah adanya 

sama prinsip keadilan (Justice) dan prinsip kelayakan 

(kecukupan)
81

 

  Dalam konsep Islam, upah adalah imbalan yang 

diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk materi di 

dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat 

(imbalan yang lebih baik).  

  Adil bermakna jelas dan transparan prinsip utama 

keadilan ada pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen 

melakukanya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang 

terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum 

pekerja dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang 

diterima pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan 

tata cara pembayaran upah da tatacara pembayaran upah. 

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya 

jika ia telah menunaikan pekerjaanya dengan semestinya dan 

sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan 

syarat- syarat antara mereka kecuali dengan syarat- syarat 

yang bertentangan dengan Islam. Sepatutnya hal ini dijelaskan 

secara detai dengan “peraturan kerja” yang nmasing- masing 

menjelaskan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Keterlambatan pembayaran upah dinilai dzalim dan orang 

                                                           
80 Djazuli,Fikih (Jakarta: PT Grafindo Medis Pertama 2018) , 71.  
81 Ibid, 71. 
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yang tidak membayarkan upah termasuk orang yang dimusuhi 

oleh nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hal ini 

Islam sangat menhargai waktu dan sangat menghargai tenaga 

seseorang karyawan, adil juga bermaksud proporsional 

dimana seorang karyawan di gaji sesuai atas besaran 

pekerjaan yang dilakukanya.
82

 

Upah diklasifikasikan menjadi duamacam: 

a. Upah yang sepadan (Ujrah al-mis\li) 

 Ujrah al-mis\li adalah upah yang sepadan dengan 

pekerjaan serta sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan 

dan disepakati oleh keduabelah pihak yang memberikan 

pepkerjaan dan penerima pekerjaan pada saat transaksi 

pembelian jasa. 

 Tujuan ditentukanya tarif upah yang sepadan adalah 

untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik 

penjual jasa maupun pembeli jasa dan menghindarkan 

adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi 

transaksi. Denangan demikian melalui tarif yang sepadan 

setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli 

jasa akan terselesaikan secara adil.
83

  

 Penentuan Ujrah al-mis \li adalah mereka yang 

mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan 

standar yang ditetapkan negara atau juga bukan sekedar 

standar yang ditetapkan suatu negara  dan bukan kebiasaan 

penduduk di setiap negara melainkan oleh orang yang ahli 

dalam menangani upah ataupun pekerja yang hendak 

diperkirakan upahnya. Orang yang ahli dalam menentukan 

upah disebut dengan khubara’u.84
 

b. Upah yang telah disebutkan ( Ujrah Al-musamma> ) 

 Ujrah Al-musamma> syaratnya adalah ketika diseutkan 

harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang 

                                                           
82 Ahmad ifham Sholihin,Buku pintar ekonomi syariah, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama 2013), 874.  
83 M. Arskal Salim, etika intervensi : perspektif etika politik ibnu taimiyah 

(Jakarta: Logos, 1990), .99-100.  
84 Muhammad ismai yusanto, menggagas bisnis Islam, ( Jakarta :gema 

insani 2002), 194.  
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bertransaksi. Dengan demikian pihak Musta’jir tidak boleh 

dipaksa untuk mebayar lebih besar dari apa yang telah 

disebutkan. Sebagaimana pihak Ajir juga tidak boleh 

dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 

disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang 

wajib mengikuti ketentuan syara’. 

 Apabila upah tersebut disebutkan pada saat 

melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini 

merupakan upah yang disebutkan (Ujrah al-musamm>a). 

Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan 

terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa 

diberikan dengan upah yang sepadan.
 
  

 

7. Metode Penetuan Upah 

Sistem upah pada umumnya adalah dipandang 

sebagai suatu sistem transaksi dimana pembayaran atas jasa 

yang dilakukan oleh pekerja. Metode penentuan pengupahan 

ini merupakan alat vital penjaga hubungan baik anatarapekerja 

dan pemilik pekerjaan, oleh karenanya menentukan upah tidak 

boleh sembarangan dan asal karena harus ditetapkan oleh 

seorang yang ahli yang disebut dengan khubara’u. Ada 

beberapa sistem yang dipakai untuk mendistribusikan upah, 

masing- masing mempunyai kelebihan dan kekurangan 

tertentu jika dikaitkan dengan kinerja pekerja. 

Ada beberapa metode dalam penentuan upah 

diataranya adalah:
92

  

a. Metode pemeringkatan (Job rangking) 

Metode pemeringkatan adalah menilai tingkat 

kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan 

dibandingkan dengan yang lain untuk mengurutkan 

pekerjaan menurut tingkat kepentingan nya dengan 

mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu Job 

description, job spesification, dan job performance 

setandard, kemudian secara subyektif pekerjaan mana 

                                                           
92 Tua efendi hariadja,Manajemen sumber daya manusia,(jakart: grafindo 

2002), 251. 
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yang dianggap penting dibandingkan dengan yang 

lain 

b. Metode pengelompokan (Job Grading) 

Metode pengelompokan adalah menetapkan 

suatu pekerjaan dalam katagori tertentu atau 

klasifikasi atau kelompok- kelompok itu disebut 

dengan kelas jika berisi jabatan yang sama dan 

disebut dengan tingkatan jika berisi dengan pekerjaan 

yang berbeda tetapi memiliki kesempatan yang sama. 

c. Metode perbandingan faktor 

Metode perbandingan faktor adalah 

membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan 

yang dapat di kompensasi, misalnya beberapa 

pekerjaan kunci dibandingkan dengan beberapa faktor 

yang dapat dikompensasi seperti dengan tanggung 

jawab, skill, tingkat usaha dan kondisi kerja. 

d. Metode penentuan point (Point System) 

Metode ini adalah dengan cara menentukan 

point atau angka untuk faktor- faktor yang dapat 

dikompensasi. Berbeda denga faktor- faktor yang 

langsung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. 

Perbedaan lain setiap faktor yang dapat dikompensasi 

dipecah didalam sub faktor yang lebih rinci misalnya 

tanggung jawab dibagi dengan tanggung jawab 

kepada orang lain. Skill dirinci dengan pengalaman 

dan pendidikan, tingkat usaha dirinci dengan tingkat 

usaha fisik dan tingkat usaha mental.  

Secara umum, upah yang dapat ditetapkan pada 

UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut 

hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai 

berikut:
93

 

a. Upah menurut waktu 

                                                           
93 Sistem pembagian upah dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, di akses pada tanggal 22 Oktober 2019 dari situs 

http://binaukm.com/2011/06/sistem -pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-

kecil-menengah/   

http://binaukm.com/2011/06/sistem
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Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu 

upah perjam, perhari, perminggu, atau perbulan dengan sistem 

ini, urusan pembayaran gaji lebih muda. Namun kelemahan 

dengam sistem pengupahan ini adalah tidak ada pengupahan 

atara pekerja yang berprestasi atau tidak, sehingga efek 

negative yang timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih 

tidak ada. 

b. Upah menurut Hasil 

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut 

jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh 

dari masing- masing karyawan. Karyawan yang rajin akan 

mendapatkan upah lebih tinggi dan demikian sebaliknya. 

Kelemahan dari sistem ini adalah apabila tidak ada 

pengawasang dengan ketat dari pihak- pihak yang terkait. 

c. Upah Premi 

Upah premi dikenal dengan upah bonus atau 

tambahan yaitu upah yang diberikan kepada pekerja 

dikarenakan telah bekerja dengan baik atau menghasilkan 

sesuatu sesuai dengan harapan bahkan lebih dari apa yang 

diharapkan. Sistem ini memacu ke pekerja untuk bekerja lebih 

giat dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap karyawan 

atau pekerja lainya. 

Islam pun mempunyai ketentuan dan pedoman dalam 

menetapkan upah pada pekerja atau karyawan adapun 

ketentuan-ketentuan dalam pedoman Islam menurut Dr. 

Husain Syahhtah seorang dosen Al-Ahzar Mesir menyatakan 

dalam bukunya “berbagai pelanggaran syariat dalam urusan 

keuangan” adalah sebagai berikut:
94

 

1) Pengukuhan Akad (kesepakatan atau kontrak kerja) 

2) Penjelasan secara detail dan gamblang spesifikasi 

pekerjaanya 

3) Menentukan jumlah hari dan jam kerja 

4) Cara pembayaran upah 

                                                           
94 Syamsul Rijal Hamid, 500 Rahasia Islam pencerah Jiwa,(Jakarta : 

Bhuana Ilmu Populer 2013), 311. 
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5) Penentuan upah atau gaji, upahatau bonus THR serta hak- 

haknya jika ia meninggalkan pekerjaan 

6) Niat baik untuk tidak mengeksploitasi pekerja dan 

melanggar hak- haknya 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa salah 

satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan 

hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. 

Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan 

ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan 

jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam 

melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan 

syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual 

beli hal ini dikarenakan Seiring dengan perkembangan zaman 

transaksi jual beli telah berkembang dengan sangat pesat, 

berbagai macam jenis dan cara penjualan dilakukan oleh 

penjual untuk memasarkan produknya, salah satu cara yang 

dilakukan adalah sistem kredit pada produk yang dijualnya, 

sistem kredit ini sangat digemari oleh masyarakat, karena 

pembeli bisa langsung memakai produk yang dibelinya tanpa 

harus membayar lunas.
95

 

  

                                                           
95Uswatun Hasanah, Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli 

Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam, Jurnal Asas Hukum 

Ekonomi Syari’ah, Vol 14 No. 1 2022,  2.  
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